




































































































KETUA PENGADILAN NEGERI LUBUKLINGGAU

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LUBUKLINGGAU 
NOMOR: \y\ /KPN/SK.OT1.6/I/2026

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK) 
PADA PENGADILAN NEGERI LUBUKLINGGAU KELAS I.A

KETUA PENGADILAN NEGERI LUBUKLINGGAU KELAS I.A

Menimbang

Mengingat

a. Bahwa sebagai pelaksana Peraturan Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 
2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju 
Wilayah Bebas dari Kompsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan 
Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;

b. Bahwa dalam rangka mewujudkan tata pemerintah yang baik 
melalui upaya pembangunan Zona Integritas pada 
Pengadilan Negeri Lubuklinggau;

c. Bahwa dalam rangka tersusunnya rekomendasi terkait kajian 
menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan 
wilayah birokrasi bersih melayani perlu melaksanakan survei 
persepsi Anti korupsi pengadilan;

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
diatas perlu membentuk Tim Pelaksana Survei Persepsi Anti 
Korupsi pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau;

e. Bahwa namanya yang tercantum dalam lampiran keputusan 
ini, dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas dalam 
Tim Pelaksana Survei Persepsi Anti Korupsi pada Pengadilan 
Negeri Lubuklinggau.

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 
dan Transaksi Elektronik;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik;

4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan 
Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentan 
Peradilan Umum;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 
Pengendalian Internal Pemerintah;

6. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah;

7. Peraturan Presiden 81 Tahun 2010 tentang Grand Design 
Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;

8. Peraturan Presiden 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional 
Pencegahan Korupsi

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi 90 tahun 2021 tentang Pembangunan 
dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari 
Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di 
Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 
2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan 
Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;

11. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum 
Mahkamah Agung RI tanggal 28 Meil 2021 Nomor : 
1365/DJU/SK/HMM.02.3/5/2021 perihal Pedoman

Pelaksanaan...



Pelaksanaan Survei dan Tata Cara Penggunaan Aplikasi 
Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) PADA direktorat 
Jenderal Bada Peradilan Umum dan Peradilan di Bawahnya;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI 
LUBUKLINGGAU TENTANG TIM PELAKSANA SURVEI 
PERSEPSI ANTI KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI 
LUBUKLINGGAU KELAS I.A.
Menyatakan keputusan Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau 
Nomor 96/KPN/SK.OT1.6/X/2025 tanggal 23 Januari 2025 
tentang Tim Pelaksana Survei Persepsi Anti Korupsi pada 
Pengadilan Negeri Lubuklinggau tidak berlaku lagi.

Menunjuk yang namanya tercantum dalam lampiran surat 
keputusan ini untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Pelaksana 
Survei Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Negeri Lubuklinggau

Tim Penyusvm Laporan Survei Persepsi Anti Korupsi pada 
Pengadilan Negeri Lubuklinggau bertugas:

1. Mengarahkan pengunjung / tamu untuk mengisi survei 
melalui aplikasi SISUPER Dirjen Badilum di computer 
Survei Pelayanan SISUPER PTSP Pengadilan Negeri 
Lubuklinggau;

2. Membuat laporan dan monitoring evaluasi yang disertai 
rekomendasi tindak lanjut atas 3 unsur terendah dari 
Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Pertriwulan serta 
Melaporkannya kepada Kepada Ketua / Wakil Ketua 
Pengadilan Negeri Lubuklinggau;

3. Memastikan laporan, monev dan tindak lanjut Survei 
Kepuasan Masyarakat terunggah di Website Pengadilan 
Negeri Lubuklinggau.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan 
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan 
diperbaiki sebagaimana mestinya.

►KAN DI : LUBUKLINGGAU 
rOGAL : 5 JANUARI 2026 
&NGADILAN NEGERI LUBUK LINGGAU^

ml : lALOMOAN



Lampiran I
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau

Nomor : iM /KPN/SK/OTl.6/1/2026
Tanggal: 5 Januari 2026

TIM PENYUSUN LAPORAN SXTRVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK) 
PADA PENGADILAN NEGERI LUBUKLINGGAU

NO NAMA / NIP /
PANGKAT / GOL.RUANG JABATAN JABATAN

DALAMTIM
1 2 3 4

1

Delima Mariaigo Simanmntak 
S.H.jM.H
198512312009042013
Pembina (IV/a)

Hakim Koordinator

2
Suhaidi Agus,
197307172001121002
Pembina (IV/a)

Panitera Anggota

3
Patra Sukma, S.Kom.,S.H.,M.H. 
197907092009041002
Pembina (IV/a)

Sekretaris Anggota

4
Hadi Candra, SH.
197608082009041001
Penata TK I (Ill/d)

Panitera Muda 
Hukum Sekretaris

5
Novi Liana S.T., M.H. 
197711182008012006
Pembina (IV/a)

Analis Perkara 
Peradilan Anggota

6
Ardi
197006021993031002
Penata Muda TK I (Ill/b)

Pengadministrasi
Registrasi
Perkara

Anggota

7
Alya Zafira Rahmi, S.H. 
200010202024052001
Penata Muda (III/a)

Analis Perkara 
Peradilan Anggota

8
Siska Rince Manalu, A.Md 
199709172019032002
Pengatur TK I (Il/d)

Pengelola
Perkara Anggota

9
Muhammad Gavin Rakaderio, S.H. 
200204242025061003
Penata Muda (III/a)

Analis Perkara 
Peradilan (CPNS) Anggota

10
YuUyyana, A.Md. 
199707232025062016
Pengatur (II/c)

Dokumentalis 
Hukum (CPNS) Anggota

NGADILAN NEGERI LUBUK LINGGAU

HALOMOAN



Lampiran n
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau

Nomor : /KPN/SK/OT1.6/I/2026
Tanggal; 5 Januari 2026

JADWAL PENYUSUNAN LAPORAN, MONITORING EVALUASI DAN TINDAK LANJUT 
ATAS SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)

PADA PENGADILAN NEGERI LUBUKLINGGAU

NO PERIODS PELAKSANAAN SURVEI JADWAL PENYUSUNAN
LAPORAN SURVEI

1 2 3

1
Triwulan Pertama
Periode Tanggal 1 Januari 2026 
s.d 31 Maret 2026

Bulan April 2026

2
Triwulan Kedua
Periode Tanggal 1 April 2026 
s.d 30 Juni 2026

Bulan Juli 2026

3
Triwulan Ketiga
Periode Tanggal 1 Juli 2026 
s.d 30 September 2026

Bulan Oktober 2026

4
Triwulan Pertama
Periode Tanggal 1 Oktober 2026 
s.d 31 Desember 2026

Bulan Januari 2027

ENGADILAN NEGERI LUBUK LINGGA1
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iD'RAl HALOMOAN


